 enimbang

col Menginéat" ‘

BUPATI KARANGANY AR
PROVINSI JAWA TENGAH

: PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 72 TAHUN 2018

TENTANG

KODE E’I‘IK DI LINGKUNGAN UNIT KERJA PENGADAAN

BARANG / JASA

DENGAN RAHMAT ’I‘UHAN YANG MAHA ESA’ .

BUPATI KARANGANYAR

-a. bahwa sesua1 dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan

- Lembaga - Kebuakan Pengadaan Barang/Jasa ‘Pemerintah S
fff_”--Nomor 14 Tahun - 2018 tentang ' Unit Kerja Pengadaan- = -
 'Barang/Jasa, dalam rangka - pelaksanaan ‘pengadaan
barang/j jasa daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka,

bersaing, adil dan akuntabel, perlu mengatur kode etik d1'f
Lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; B

. b.bahwa berdasarkan. pertimbangan sebagaimana dlmaksud .
. -.dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang .~
Kode Etik di Lingkungan Unit KerJa Pengadaan Barang/Jasa; . =

1. Undang-Undang = Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah’ Kabupaten dalam ngkungan
Provinsi Jawa Tengah ‘

.2.Undang-Undang - Nomor 12 Tahun 2011 . tentang'f_. o
-~ Pembentukan Peraturan Perundang—undangan (Lembaran = - -
"’ Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan =~

' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); L
. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Slpll
~ Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
- Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indone&a -
' Nomor 5494); R L
.Undang-Undang ~ Nomor - Tahun 2014 tentang‘ -
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia =~

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara -

o Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah d1ubah";-;” o
. beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 -
" Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
- Tambahan Lembaran , Negara Republik Indonesia = -
- - Nomor 5679); . .
*..5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adm1n1strasx;:_} ~
 Pemerintahan  (Lembaran Negara = Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara -

Repubhk Indones1a Nomor 560 1),



6. Pe_raturan Pememntah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Dlslphn‘
- Pegawai* Negcrl S1p11 (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
“Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repubhk:
Indones1a Nomor 5135), SORIRL S e
7. Peraturan Pernermtah Nomor 11 Tahun 20 17 tentang
. -Manajemen Pegawai Negen Sipil (Lembaran Negara Repubhk
-Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesm Nomor 6037) o
. P_eraturan Pre31den Nomor 16 Tahun 2018 tenta.ng Pengadaan,
Barang/ Jasa Pemermtah (Lembaran Negara Repubhk
- Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); s
9. Peraturan - Lcmbaga Kebuakan Pengadaan Barang/Jasa"
"”‘Pemermtah ~Nomor. - 14 Tahun"f“_;‘;2018 tentang Unit Kerja

" Tahun 2018 Nomor767) v N SR
0. Peraturan  Daerah Kabu aten ;v.-Karanganyar Nomor 16
~.Tahun" 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat,-
‘Daerah ~ Kabupaten . Karanganyar (Lembaran Daerah;
fKabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16);, -

1. Peraturan . Bupati ‘Karanganyar - Nomor 92 Tahun 2016;‘
. ’itentang Kedudukan, Susunan Organlsa31, 'I‘ugas, F‘ung81 dan -
- Tata Kerja Sekretariat Daerah; (Berita Daerah- Kabupaten_‘__*i
T‘Karanganyar ‘Tahun 2016 Nomor" 92), .sebagaimanatelah -
-diubah dengan Peraturan Bupat1 Karanganyar Nomor 52
“Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 92 Tahun 20 16 tentang Kedudukan,f
~Susunan - Orgamsa31 Tugas Fungs1 dan Tata Ker_]afff
A Sekretanat Daerah - (Benta Daerah Kabupaten Karanganyar

,_Tahun 2016 Nomor 52), . T AP AP

PERATURAN BUPATI TENTANG KODE E’I‘IK DI LINGKUNGAN",’__::
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA -

BAB I
KETENTUAN UMUM

":‘EPasal 1 _

Dalam Peraturan Bupat1 1n1 yang dlmaksud dengan
-+ 1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. . R
' ',2;4 Pemenntah} - Daerah - adalah Pemermtah Kabupaten

‘Pemerintahan - aerah - adalah penyelenggaraan “urusan
l:_'pemenntahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
- Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemenntahan ,
"~ menurut-asas otonomi dan tugas pernbantuan dengan prinsip -
tpnoml 'seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Repubhk Indones1a sebagalmana dimaksud dalam
S Undang—Undang Dasar Negara Repubhk Indones1a -
."Bupatl adalah Bupatl Karanganyar Tl T R e e
5, Sekretanat Daerah adalah unsur pembantu plmpman}:f




T . ‘-’:5‘6 Sekretans Daerah adalah pemlmpm Sekretanat Daerah
N . sebagai unsur staf yang membantu Kepala Daerah dalam:‘ o

o _{‘menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa

7 Unit Kerja Pengadaan’ Barang | Jasa : "yang selan_lutnya
g»._dlsmgkat UKPBJ adalah ' unit" kexja di Pemerintah Daerah - . -

‘yang dilaksanakan oleh Baglan Pengadaan Barang dan Jasa o

S ' Sekretariat Dderah. -

" Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.

3. Bagian’ ‘Pengadaan Barang/Jasa adalah Baglan Pengadaan‘ -

9. Kode Etik di Llngkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa ;

o yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap,

::"5‘2}]-’,tlngkah laku, dan perbuatan perilaku Pejabat Administrasi -.;_f |
. yang bertugas di Lingkungan Unit Kerja Pengadaan =

S ~ pergaulan hidup sehari-hari. - .
. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tuhsan

Barang/Jasa (UKPBJ) dalam melaksanakan tugasnya dan o

o “atau perbuatan yang bertentangan dengan butn'-butlr Kode , "

- Etik ini. - -

~ 11.Majelis Peftxmbangan Kode Etlk adalah lembaga non". L

- b.b‘;"f--;struktural pada instansi - Pemerintah Daerah yang bertugas - ',
_ melakukan penegakan  pelaksanaan dan penyelesaian

L pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pejabat -
| - Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) - .

 _fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan pubhk serta
- administrasi pemerintahan dan pembangunan

B - Administrasi yang bertugas * di ngkungan Unlt Kerja AL

L 1'2_;Jabatan ‘Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi

5 'jviS;'PeJabat Administrasi adalah pegawai Aparatur S1p11 Negara

‘yang menduduk1 Jabatan Admlmstrasx pada 1nstans1 :

- . pemerintah.
- 14.Pejabat Admlmstrator adalah pejabat yang bertanggun.awab, N

- - serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. e

~ '15. Pejabat - Pengawas adalah pe_]abat yang bertanggung]awab '

- mengendalikan pelaksanaan keglatan yang dllakukan oleh
pcjabat pelaksana. = ‘

- -memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan pubhk S

16 Pejabat  Pelaksana - pejabat - yang bertanggun.awab

o pemermtahan dan pembangunan. - |
- 17 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya

' -melaksanakan keg1atan pelayanan pubhk serta admmlstram R

- disebut - dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan

- - Pengadaan - Barang/Jasa . oleh Kementerian/ bembaga/,

, Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai
- dengan serah terima hasil pekerj]aan

o -Pemerintah Daerah yang dlbxayax oleh Anggaran Pendapatan
. dan Belan_]a Negara/Anggaran ‘Pendapatan dan Belanja':_‘ A

- 18.Pengguna Anggaran yang selanjutnya dlslngkat PA adalah =

- Kementerian Negara/ Lembaga/Perangkat Daerah. .

19.Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang
~  selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh

"~ kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan

s Vfung31 Perangkat Daerah

.. pejabat . pemegang - ‘kewenangan penggunaan anggaran

- Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebaglan tugas dan



{ ».'.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya dlsmgkat PPK
- adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk
mengambll keputusan dan/ atau melakukan t1ndakan yang
dapat . mengak1batkan pengeluaran anggaran belan_]a.
negara/ anggaran belanja daerah 2 .
. Pejabat - Pengadaan - adalah pejabat admmlstra81/ pejabat'
fungs1ona1/ personel yang bertugas melaksanakan Pengadaanf
- Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasmg
22. Kelompok : Kerja Pemilihan . yang ' selan_]utnya disebut - Pokja:.
- Pemilihan adalah sumber. daya manusia yang dltetapkan oleh
i .,_,‘punpman UKPBJ untuk mengelola pem111han Penyedia. - E
23.Agen Pengadaan ‘adalah 'UKPBJ atau Pelaku Usaha yang»
o melaksanakan sebaglan atau seluruh peker]aan Pengadaan ;
Barang/Jasa - yang . diberi kepercayaan “oleh
_Ke_mentenan/ Lembaga/ ' Perangkat Daerah sebaga1 p1hak:_,
pemberi pekerjaan. - e ;
4. Pejabat Pemenksa I-Iasﬂ Pekeljaan yang ’selanjutnya d1s1ngkatf-
PjPHP -+ adalah pejabat - administrasi/ pejabat
:ff,,;fungsmna.l/ personel yang bertugas rnemerlksa admlmstrasx-
- -hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa S
Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya dlsmgkat;
PPHP adalah tim yang bertugas memerlksa admlmstra51 hasﬂ :
pekeljaan Pengadaan Barang/Jasa." -
6. Penyelenggara’ Swakelola: adalah T1m yang menyelenggarakan,
'+ Kkegiatan secara Swakelola. . o
. Penyedla Barang/ Jasa Pemermtah yang selanjutnya dlsebut'»
- Penyedia - adalah - Pelaku Usaha yang menyed1akan
barang/jasa berdasarkan kontrak. 3 A A
;‘Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdln darl VPR TR
o b; Kuasa Pengguna Anggaran,
_“c. Pejabat Pengadaan; .
d. Kelompok Kerja | Pem111han
e. Agen Pengadaan RS
f. Pejabat/Panitia Penenma H il Pekerjaan, R
g Penyelenggara Swakelola dan . EAR T
- h.Penyedia. - ’ o S e
L’}Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang d1tetapkan oIeh B
Pokja - yang memuat >?’1nforma81,,} dan';;ketentuan yang harus
ditaati - : : 'ﬁ"iproses pengadaan B
barang/Jasa S s N

PRINSIP PENGADAAN BARANG /JASA

) Pengadaan Barang/Jasa menerapkan pnn81p
La eﬁ51en R . Ll
bl efektif,
. transparan,
‘d. terbuka;
,ae"bersamg, '
f. adil/tidak dISknmmatlf dan
’g akuntabel'?iﬂ - B




o (2)
R _;mehputl . o
- .-l‘};v,_a efisien mempunyax - makna bahwa Pengadaan S

Barang/Jasa harus dlusahakan dengan menggunakan

- dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas
. .dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau .
S mengguna.kan ‘dana - yang telah “ditetapkan untuk

" ‘mencapai  hasil dan sasaran dengan kuahtas yang'f'

o ,makmmum

© b, efektif mempunyal - makna bahwa Pengadaan”’f-' R
,_Barang/Jasa harus  sesuai dengan kebutuhan dan
. sasaran  yang  telah dltetapkan serta membenkan S
" . manfaat yang sebesar—besarnya, ' :

. transparan mempunyai makna bahwa semua ketentuan_ :
‘dan informasi PengadaanBarang/Jasa bersifat jelas dan

e . berminat serta. oleh masyarakat pada umumnya;

. terbuka - mempunya.t makna  bahwa Pengadaan

i Barang/Jasa ‘dapat . diikuti - oleh ‘semua . Penyedia =

Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan atau kntenaf
tertentu berdasarkan ketentuan danv prosedur yang jelas;
. bersaing. mempunyai makna bahwa Pengadaan

Barang/Jasa harus d11akukan mclalul persaingan yang
sehat  di  antara sebanyak ‘mungkin Penyedia -
- Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan

~schingga dapat diperoleh Barang/j jasa yang ditawarkan '
secara kompetltlf dan tidak ada intervensi yang
mengganggu terciptanya mekamsme pasar dalam

. . Pengadaan Barang/Jasa; - o
-~ f. adil/tidak diskriminatif mempunyax makna bahwaf '

memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon

~ Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk 3
" memberi keuntungan: kepada pihak tertentu dan tetap_ o

memperhaukan kepentmgan nasional; dan

R g. akuntabel mempunyai makna - bahwa - harus sesuai -

‘dengan aturan dan ‘ketentuan yang terkait dengan

- . Pengadaan Barang/Jasa sehingga ~  dapat
L ”dlpertanggung]awabkan L S
, BAB III .
KODE ETIK
Pasal 3

(1)
. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setiap Pejabat
. Administrasi wajib taat pada Kode Etik yaitu: -

 a.melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa

Sesuai dengan prm31p Pengadéan " Barang/Jasa

: tanggung Jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran“
dan ketepatan tercapamya tujuan Pengadaan
 Barang/Jasa; '

b. bekerja secara profeswnal dan mandln, serta menjaga -

kerahasiaan Dokumen Pengadaan yang menurut
sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya
penynnpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa,

Makna dan pnn81p sebagalmana dlmaksud pada ayat (1),?-, BRIRES

dapat diketahui oleh Penyedia Barang/Jasa yang L



oA , ahng mempengaruhl baik langsung‘ maupun tldak
langsung yang beraklba ’t"er_]admya persamgan tldakf-
- sehat; : : T

d. menenma dan bertanggung Jawab atas sega.la keputusan:
o yang dltetapkan sesua1 dengan kesepakatan tertuhs para‘}

menghmdarl . dan encegah;.- terjadmya pertentangan
- ,”jkepentlngan para plhak 'yang _terkait, baik ‘secara”

‘langsung - maupun- tldak & langsung dalam proses
o Pengadaan Barang/Jasa; ' :
£ menghmdan dan mencegah texjadmya pemborosan dan'";

dan/ atau ‘kolusi dengan tujuan untuk kepentmgan"
: pnbad1 golongan atau plhak lain yang secara langsung-a_
- atau txdak langsung merug1kan negara; - .
‘h.tidak “menerima, - tidak - menawarkan atau t1daka
§ men_;an_]lkan untuk memben ‘atau .menerima - ‘hadiah,
mbalan, rabat dan berupa apa ‘saja dari atau kepada’
~ siapapun yang diketahui atau’ patut dlduga berka1tan;_
. dengan pengadaan- Barang/ jasa; oo
i. tidak membocorkan - informasi ataii dokumen yang:
-wajib dirahasiakan | sesual dengan ketentuan peraturan-
:;;;perundang-undangan, e
j+ patuh kepada penntah atasan yang sah dan Wa_]ar, ,
terbuka dan mengamb11 Iangkah yang tepat untuk'
.,ix:menghlndan benturan kepentmgan, .
1. tidak menyalahgunakan 1nforma31, _]abatan dan/ atauﬁ,
o kewenangan yang dimiliki; :

E;Setlap Pejabat - Adrmmst' "a
£ v_tugasnya dilarang: . O
‘a. meminta dan/: atau menenma 1mbalan dalam bentuk'f-f',;
~apapun -dari Penyed1a Barang/Jasa kuasa  atau
~wakilnya - baJk langsung maupun tidak langsung atau
perusahaan yang mempunyal aﬁhas1 dengan Penyedla
L:Barang/Jasa, IR
. memberikan fakta, data dan 1nf0rmas1 yang tldak benarj__j? A
“dan/atau - segala sesuatu yang belum pastl atau-‘_“"
‘diputuskan; :

c. menggunakan fas111tas/ sarana kantor untuk“';
- kepentingan pnbad1, kelompok dan / atau p1hak la1n, Lo
‘d. melakukan negosiasi; pertemuan dan/ atau pembxcaraan"i*f SULRY
"‘"‘;dengan Penyedla Barang/Jasa kuasa atau wakilnya -~ =
- baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan =
“yang’ mempunyai afiliasi dengan Penyedla Barang/Jasaf};_.fj
~di luar kantor ba1k dalam Jjam kerja maupun d1 luar Jam', o

dalam melaksanakan;}

; ._’melakukan pertemuan ff’dengan' Penyedla Barang/Jasa‘i e

“yang sedang mengikuti proses lelang; .-
{. melakukan korup31, kolusi dan’ nepotlsme dengan plhak :
Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Pengadaan ST
Barang/Jasa; dan e _ Lo




.'mengucapkan 'perkataan yang tldak etls dan bers1fat
r_nelecehkan kepada Penyed:a Barang/Jasa, kuasa atau
wakilnya ' baik - langsung maupun ‘tidak langsung atau
perusahaan yang mempunyai aﬁ11a81 dengan Penyed1a'
- Barang/Jasa atau masyarakat S :

ENEGAKAN KODE ETIK
e Baglan Kesatu;i;;fi,‘ﬁ-’*7» RN
Pengawasan :Pelaksanaan Kode Etlk

- Setiap. Pe_]abat Adm1mstras1 wa_]lb tunduk dan mematuh1
“.Kode Etik." o

;“'Z’Pengawasan atas pelaksanaan Kode Et1k dllakukan oleh
"‘“-}'_'fMaJehs Pemmbangan Kode - Etik yang dx bentuk oleh

Biik *Pengadaan
kepada Ma_] e11s_-

Barang/Jasa , dllaporkan
_,fj__Pertlmbangan ‘Kode Etlk : : :
 Pengaduan  terhadap - dugaan' pelanggaran Kode Et1k
- Pengadaan Barang /Jasa dapat diajukan oleh: S

‘a. pelaku Pengadaan Barang / Jasa,dan atau }, o
~b. anggota Masyarakat. . R

3) - Pengaduan ' yang - dapat 1aJukan hanyalah mengena.l‘ ,
pelanggaran atau dugaan pelanggaran Kode Et1k I

e BABV :
MAJ ELIS PERTIMBAN GAN KODE ETIK DAN SEKRETARIAT
R MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

vBag1an Kesatu
Kedudukan :

‘Majelis - Pertlmbangan Kode E‘ak tcrdm- darll 5 (hma) orang'}ib' s
: dengan susunan keanggotaan“ terdm atas B . :



" ex-officio oleh Inspektur, e o
_ b 1 (satu} orang Sekretaris merangkap anggota
- c ‘3 (tiga) orang anggota terdiri dari ¢ S

- Jasa; -
i bb “’ 2.
S ,*fDayaManusxa,,_._-u-
RS Unsur Baglan Hukum Sekretanat Daerah

' Baglan Kctlga o S
Pengangkatan dan Pemberhent:an .

Pasal 8

?*v-(ln),‘ Pengangkatan dan pemberhentlan Majehs Pemmbangan

T : "Pernmbangan Kode Etik. o
o 'f_(2)_~,,Pengangkatan dan pemberhenttan Majehs Pertlmbangan-?‘”

o dengan Keputusan Bupatl
| o Pasal 9

() Anggota Ma_]ehs Perurnbangan Kode Et1k berhent1 apabﬂa
; ~ . a.memasuki masa pensiun; dan/atau . o
- b.habis masa tugas. : B
" (2) Anggota Majelis Pertunbangan Kode Et1k dlberhentlkan
<. apabila: o S
. a.tidak bisa melaksanakan tugas karena sakxt , -
-~ . b. menjadi tersangka atau terdakwa atau terp1dana L
.. c. meninggal dunia;dan/atau i
T d muta31 atau d1berhent1kan dan Jabatan

Baglan Keempat ST
e -~ Tugas . o

f ’ - a : Pasal 10

_: Majehs Pertlmbangan Kode Et:k sebagalmana dlmaksud dalam‘ o
'Pasal 8 mempunyax tugas :

a 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota yang d1_1abat secara :

1 Unsur A31sten ya.ng memb1dang1 Péngadaan Barang dan |

Unsur Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber |

- Kode Etik diusulkan oleh Inspektur selaku Ketua Majehs ;.’ :

" Kode Etik’ sebaga.lmana dimaksud pada ayat (1) dltetapkan, SR

- a. menerima setiap laporan dan atau pengaduan dan Pelaku v
~  Pengadaan_ Barang/Jasa atau masyarakat mengenau 31kap, -

perilaku, dan perbuatan Pejabat Administrasi;

laporan pelanggaran Kode Etlk

mempertxmbangkan keterangan yang bersangkutan saksx,"' '
“dan alat bukti lainnya;dan © .

- bersifat bebas dan t1dak dapat d1pengaruh1 plhak manapun

b ‘menampung dan ‘membahas  secara kompréhensﬁ’ setlap e

‘ -;"c -mengambil keputusan seteléh memenksa | Pejabat';‘
- Administrasi yang. dlsangka melanggar - Kode Etik setelah -

o ":,:d Majelis Pertimbangan Kode Etik dalam mengambll keputusan _' :



S SR _ Baglan Kehma o
Sl L e Kewenangan Majehs Pertlmbangan Kode Enk

Pasal 11

untuk:

- Pejabat Admlnlstra31, .

Barang/Jasa atau masyarakat; -

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud dalam. |
' Pasal ‘10 Majehs Pertlrnbangan Kode Etik berwenang‘ IS

"'a melaksanva‘kan pengawasan langsung terhadap penlaku ERa
o b,‘menenma pengaduan/ keluhan dan Pelaku Pengadaan' L

. mengumpulkan - dan/atau mencari tahu fakta data el

fidan/atau 1nformas1 terkaut pengaduan/keluhan yang

¢ diterima; - -

. “'yang diterima; .

. melaksanakan pemanggllan terhadap ‘ PeJabat .
- Administrasi dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi;
- f. melaksanakan pemenksaan atas pengaduan/keluhanj B
' yang diterima;. . L

.mengolah - dan/atau menganahsa pengaduan/keluhan}, -

j'g;;memlal ada/ataﬁ tidaknya pelanggaran kode etik oleh'-__l_fy_‘
"~ pejabat administrasi baik yang dilaporkan oleh Pelaku = . -

" Pengadaan Barang/Jasa, ‘kuasa atau wakilnya baik

~ langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang
. mempunyai aﬁha31 dengan Penyedla Bara.ng/Jasa atau :
.. masyarakat; ... o
" 'h.mengusulkan pembenan sanksz atas pelanggaran Kode'"f
- Etik yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi untuk

- kewenangan untuk memberikan hukuman bagi Pejabat
. Adminstrasi; dan - - ‘

" ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang diberikan .

i. ‘melaporkan tugas,'kewenangan dan tanggung Jawabnya“ )

-kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2} Laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik kepada Bupau*i!* T
sebagmmana dimaksud pada ayat (1) huruf i menyangkut -

U ‘hal-hal yang bersifat pnbadl PeJabat Admlmstram yang"
;dlperxksa ber81fat rahasm SRPRE o

Baglan Keenam
'I‘anggung J awab

Pasal 12

SR fDalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagannana
‘Kode Etik bertanggung jawab atas:

- berdasarkan prinsip dan Kode Euk sebagalmana dlmaksud '
- dalam Pasal 2 dan Pasal 3; : '

. pengaduan atas perilaku Pejabat AdmlnlstraS1, dan .
c terlaksananya penegakan Kode Etik sebagaimana dimaksud

.dalam Pasal 3 pada setlap pelaksanaan tugas seluruh '
Pejabat Admlnlstra81 - .

-dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Majells Pertlmbangan ::.‘;_. o

‘a. terlaksananya pengawasan penlaku Pe_labat Admlmstram o

T l;-b terwujudnya- transparans1 dan akuntablhtas penyelesalan " } B




Baglan Ketu_]uh
. Sank51

Pasal 13

Setlap PeJabat Admlmstram yang terbuktl melanggar Kode

R Etik dikenakan sanksi .

Sanksi sebagmmana dxmaksud pada ayat (1) berupa

o ar pernyataan secara tertutup; dan atau
. b. pernyataan secara terbuka. - . ’ o
. Disamping sank51 sebagaxmana dlmaksud pada ayat (2) ,'

| pclanggaran terhadap ‘kode  etik dalam pengadaan

: jbarang/ jasa - juga dapat dikenakan sanksi kepegawa1an S
- sesua1 ketentuan peraturan perundangundangan . '

Baglan Kedelapan

- Prosedur dan Tata Ker_]a MaJehs Pertxmbangan Kode Et1k

Pasal 14

Pejabat Admlmstrasx yang dxduga melakukan pelanggaran :

- Kode - Etik . dipanggil untuk dlpenksa ‘oleh Ma_]ehs'
.j:vv_'-j.Perumbangan Kode Etik. o -
- Apabila dlperlukan Majehs Pertlmbangan Kode Et1k dapat

memanggil pihak - lain yang berkaitan untuk dimintai

o keterangan guna kepentingan pemeriksaan. -

Setiap  laporan dan/atau ‘pengaduan terhadap Pejabat}v

- Administrasi yang diduga melanggar Kode Etik, Majelis

‘Pertimbangan Kode Etik melakukan  pemeriksaan palmg ~

S lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima..

@ |
- ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh

Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ”

o ':; .Ketua atau Sekretans Majchs Pertlmbangan Kode Etlk

Admmlstras1 yang dlpenksa dan Majells Pert1mbangan o

Pasal 15

Pemenksaan pclanggaran Kode Etlk dllakukan secara'
tertutup,  hanya diketahui dan’ dihadiri oleh Pejabat

" "Kode Etik. -

)

o

Lo mengakui = dugaan pelanggaran Kode Etik yang |
. dilakukannya. = ,
Hasil pcmenksaan dltuangkan dalam Benta Acara

'Pejabat Admxmsfrasu yang dlpenksa karena dxduga '
melakukan pelanggaran Kode Etik, wajib menjawab segala

pertanyaan yang dla_]ukan oleh Majehs Pertlmbangan Kode' e

Apabﬂa PeJabat Admlmstrasn yang d1per1ksa tldak bersedia

 menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap-

Pemeriksaan  yang  ditandatangani. oleh - Majelis
Pertimbangan Kodc Etlk dan Pe_]abat Adm1mstra81 yang

dlpenksa et s



;"A‘pablla PeJabat Administrasi yang diperiksa t1da.k bersed1a:
;menandatangam Berita' Acara: Pemeriksaan, maka Berita:
‘Acara” Pemenksaan tersebut cukup dxtandatanganl oleh’
Majelis Pertlmbangan Kode Etik’ yang ~memeriksa, dengan
‘memberikan ' catatan  dalam " Benta ‘Acara Pemeriksaan,
‘bahwa Pejabat Admmlstras1 yang dlpenksa tldak bersedla-
menandatangam Benta Acara Pernerlksaan

}} Majehs ’Perumbangan Kode Etik mengamb11 keputusan
‘setelah memeriksa PeJabat ’1‘5Adm1mstra31 yang dlduga:r
' melanggar Kode Etik. = -
» fj.._Ma_]ehs Pert1mbangan , Kode Etlk mengambll keputusant
- setelah Pejabat Administrasi yang bersangkutan dlberl",
, ,kesempatan untuk membela dm »
‘Pembelaan- d'n,},v sebagmmana dlmaksud pada ayat (2) :
‘dlsampalkan ".pada saat pemenksaan ~oleh  Majelis -
: Pertlmbangan Kode Etlk dapat dllakukan secara llsan atau
.~ tertulis, - v ! S o
f_j}Keputusan MaJells Pertlmbangan ’Kode Etlk d1amb11 secara
- musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Pemmbangan e
Kode Etik tanpa d1had1r1 PeJabat Admlmstram yang': S
dlperlksa RIS e R A
(9) éffiDalam hal musyawarah mufakat sebagaumana dlmaksud f B
' pada ayat (4) t1dak tercapal, keputusan d1amb11 dengan I
- .. suara terbanyak. SULER
- (6)' Sidang Majelis | Pertlmbangan Kode Et1k dlanggap sah
‘apabila dlhadm mln'mal oleh unsur Ketua dan 2 (dua)
oorang anggota. - I
(7 -'.erputusan hasﬂ 51dang Majehs Pertlmbangan Kode Etlkjf S
" berupa sanksi  terbuka/ tertutup bersifat final dan/atau
~dapat . direkomendasikan - ‘kepada - ‘Pejabat  Pembina = .
;Kepegawalan untuk penjatuhan sanksi kepegawaian sesuai .
ketentuan . peraturan perundang-undangan ‘dituangkan
’dalam bentuk rekomendas1 iMajehs Pemmbangan Kode
',:,":'Rekomendam MaJeI1s Pertlmbangan Kode Etik sebaga1mana‘- B
| "‘-‘,dlmaksud ‘ayat (7) ditandatangani - mmnnal oleh unsurvf: SR
'-Ketua dan Sekretarls" S T T ST

o Majehs Pertlmbangan Kode Etik wajib menyampalkanﬁ;__}
. Berita Acara ‘Pemeriksaan - ‘dan ‘Rekomendasi Majelis =
Pertimbangan Kode Etik: kepada. peJabat yang berwenang
“menjatuhkan . sanks1 sebaga1 bahan dalam menetapkanj_j
-’ keputusan penjatuhan sanksi.
- Format Berita Acara Pemenksaan dan Rekomendas1 Majehs
ﬁ;-Per’umbangan ‘Kode Etik - scbagmmana ‘tersebut pada
lampiran yang merupakan baglan tldak terplsahkan dalaml
3Peraturan Bupat1‘1m~' ‘ S




| 'Inspektorat

Baglan Kesembllan
PenJ atuhan Sank31

Pasal 18

o k (1) PeJabat Yang berwenang men Jamhkan sankm Sebagalma_na o

-~ dimaksud dalam Pasal 13 adalah:

~_ oleh Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.

. Bupati, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan

;‘;b Sekretaris Daerah, apabila dugaan pelanggaran Kode

‘Etik dllakukan Pejabat Pelaksana.

(2) Dalam keputusan penjatuhan - sanksi sebagmmana N B e
R ,v,j,..;‘-dlmaksud ayat (1) harus dlsebut.kan Jems pelanggaran

" Kode Etik yang dilakukan. -
o (3) * Penjatuhan sanksi dilakukan melalul

a pernyataan’ secara tertutup, dlsampalkan oleh pejabat

* yang berwenang menjatuhkan sanksi; dan

o f;:b pernyataan secara terbuka, disampaikan oleh pe_;abat
 pembina kepegawaian atau pejabat lain yang dltentukan S

o (4) ' Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada "

~ ayat (3) huruf a hanya diketahui oleh Pejabat Administrasi "

 . ' yang . bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan
keputusan, serta  pejabat lain  yang - terkait, dengan

. ketentuan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat _' ,‘ B

' lebih rendah dari Pejabat Administrasi yang bersangkutan.
(D) ;Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada -
“o . ayat (3) huruf b dlsampaukan melatui - forum-forum-

B }pcrtemuan resml dan forum lam yang dlpandang sesua1 R R

untukitu

©(6) Sanksi. berupa pernyataan ‘secara tertutup atau terbuka o

- mulai berlaku pada saat dxsampa;kan dan dlbuat Benta .
-.»v-‘Acara B L _ L

' : Baglan Kesepuluh : ,v
Sekretanat Ma;ehs Pertxmbangan Kode Etlk

Pasal 19

) Dalam memperlancar pelaksanaan tugas Majehs Pertlmbangan '_

Kode  Etik, dlbentuk Sekretanat yang berkedudukan pada_ EE

Pasal 20

Sekretanat Ma_]ells Pertlmbangan Kode Etlk mempunya_l tugas .
. a. menyusun dan menga_]ukan keglatan dan anggaran Majelis
' Pertimbangan Kode Etik; -
b. melaksanakan surat menyurat Majehs Pertlmbangan Kode,

Etik;
c melaksanakan per&apan rapat Majehs Pcrumbangan Kode 3

Etik;.

| d. melaksanakan keglatan admlmstrasx dan kcuangan Kode':f' )

- Etik;

- e melaksanakan . tugas k_epamtgraan . s1dang Majehs‘

S Pertlmbangan Kode Etik;



R f mempersxapkan putusan MaJehS pemmbangan KOde EUk

o g ‘mengarsipkan_ hasil sidang dan keputusan s1dang Ma_;ehs S

o Pertlmbangan Kode Etik; N
o h menyusun laporan Ma_jehs Pertlmbangan Kode Et1k dan o
i, melaksanakan = tugas lam {yang dlbenkan Majehs R
.‘—».*Pertlmbangan Kode Et1k SR

. "BABVI | N
KE’I‘ENTUAN PENUTUP

Pasa.l 2 1

i ‘:Peraturan Bupa’u ini mu1a1 berlaku pada tanggal dlundangkan - :_ |
‘Agar -~ setiap - orang mengetahumya, - memerintahkan

'dalam Benta Daerah Kabupaten Karanganyar
g D1tetapkan di Karangan ar  _

: '.i:-f?-v-.'pada tanggal 2?>Ob+o er .,wt?

o ttd

D1undangkan d1 Karanganyar o
- pada tanggal K Ok'&o(oer 30‘3 , Lo g
5 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

tta_] -

S g e T e | E
o Z,;__BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 72

Sa]man sesua_l dengan aShnya o
' SEKRETARIAT DAERAH

. KEPALA BARIAN HUKUM, g—t
/NS R

o -~ pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya o



_,..,}LAMPIRAN.. i L
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR: 72 TAHUN2018

TENTANG .- - _
KODE E'I‘IK DI LINGKUNGAN UNIT
KERJA PENGADAAN BARANG / JASA

‘i F ORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN MAJELIS ;:‘PERTIMBANGAN KODE"-".

BERITA ACARA} _PEMERIKSAAN

_Pemmbangan Kode Et1k yang dlbentuk berdasarkaﬁ Keputusan .‘,;i';;‘;;'.:;;":‘
~Nomor_..*._.b._.".".' ..... :..‘_masmg-masxng P KR IR

M elakukan pemenksaa.n terhadap

':»v';:Pangkat/Gol Ruang S
vJabata.n SR .

*Karena yang bersangkutan d1duga telah melakukan pelanggaran kode et1k terhadap SRR
;ketentuan""‘_ T PR I R
?DAFTAR PERI‘ANYAAN
"'l.Pertanyaan B
G Jawaban
j2 Pertanya.an ceeenn
2 Jawaban R
Demlklan Benta Acara Pemenksaan 1m dlbuat untuk dapat dlgunakan e
”sebagalmanamestmya v SRR T

------------------

| Gol / Pa.ngkat
: Tanda Tangan

 Gol/Pangkat
. Tanda Tangan



‘ o IR U . Sekretaris - :
e TN T Nama o :
R Gol/Pangkat
‘ -’.Tanda Tangan

o ‘Anggota
1., Nama
~ NIP
.- Gol/Pangkat - :
- Tanda Tangan_’ :
' 2.-Nama i
. NIP : S
: ,Gol/Pangkat :
S vTanda Tangan'v
";3‘.‘ Dst. o

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK
JRALCLTIC) SRR —

f-j i Bersama ini ka.tm sampaxkan rekomendas1 Ma_]ehs Pemmbangan Kode Et1k ‘
sebaga1 berikut : :

1. Pada hari ........... tanggal Majehs Pertlmbangan Kode Et1k telah- '
. melakukan pemenksaan terhadap Saudara
IERN _‘,_-’]:-};Nama . ceseening evetnareserecnrens R
. NIP.© Ciavessiverseneesisabiennnis S L Cic I
Pangkat NS R S
~ Jabatan o
© o UnitKerja @ .o o o ' ‘ o
" 'Yang dalam pemenksaan tersebut yang bersangkutan terbukt1 tldak
- - terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan .....‘......‘..*“") L
.1 berupa ., S e

. Berdasarkan hasil pemenksaan tersebut Majehs Pertlmbangan Kode Etlk
. telah memutuskan bahwa kepada pegawai yang bersangkutan untuk: -
*-“a, Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/ terbuka*)

. b Dikenakan tlndakan admmlstratlf sesuai peraturan perundang—

.. .- ~undangan.***) ,
' +2.Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sank31 moral |
" _bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pernenksaan terhadap Pejabat
' Admlnlstra31 yang bersangkutan . ‘
. ' Demikian rekomendasi ini dlsampmkan untuk dlgunakan sebagmmana '
mestmya sesua1 peraturan perundang-undangan :

o Majehs Pertlmbangan Kode Etlk -

Ketua

Nama

NIP . . e
, Gol/Pangkat  :
~ Tanda Tangan



: Tembusan

- Sekretaris ~ -
*~ Nama . .

. NIP PSR-
o Gol/Pangkat SRR
L ;}lTandaTangan s

- Anggota
.- 1.Nama -
-~ “NIP. R
- Gol/Pangkat : -
o ﬂ"V,TandaTangan T

L 2_.7Nama :

O UNIP s

- Gol/Pangkat :

.. TandaTangan :
3. DSt -

Ytl‘l 1;"o-;;;;‘u;;o..;c;og‘o'o;t“ v:: ‘

: *) Coret yang tldak perlu

] -;‘ **) 'I‘ulxslah ketentuan yang dllanggar IR
| | ***) D1tu11s apabﬂa dlrekomendas1kan pula tmdakan adm1n1strat1f

" BupaTI KA'RA» ANGANYAR,
oud

- JULIYATMONO




